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Dengan ini mengajukan permohonan pengujian matedit pasa1 10 dan pasa1 15
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008Tentang Kernenterian
Negara (Bukti PI) Ierhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
I945 (Bukli P2).

Sebelum meIanjutkan kepada uraian mengenai permohonan sena alasan-
alasannya, Pemohon ter!ebih dahulu akan menguraikan kewenangan Mahkamah
Konstitusi dan kedudukan Hukum Pemohon (legal standng) sebagaiberikut:

DCE, ,ENANGA" A"in"A"KONSTITUS,

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, 945 dialur daiam:

Pasa124C UUD 1945 berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi bemyenang mengadili pada tingkat pertaina dan
terakhir yang putusannya belsffat final untok menguji undang-undang
ternadap Undang-undang Dasar; meinutus sengketa kewenangan Iembaga
negara yangkewenangannya dibeiikan o1eh Undang--undangDasar, memums
pembubaran partaipo/it^^ dan meinurusperselisihan tentang basilPemilu"

Pasa1 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011



.

.

tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi belwenang mengadili pada tingkat pertaina dan
terakhir' yang putusannya belsffat final untuk: a, mengL!11 undang-undang
techadap Undang-UndangDasarNegara Repubffklndonesia Tabun 1945, '"

Pasa1 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
menjelaskan:

'Kekuasaan Kehakiman dilakukan o1eh sebuah MahkamahAgung dan Badan
Peradilan yang berada of bawahnya datam fingkungan peradilan urnum,
ingkungan peradilan againa, fingkungan peradilan mitter; lingkungan
peradilan tata usahaNegara dan o1ehsebuah MahkamahKonstitusi".

Pasa1 29 ayat (1) hunt a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi belwenang mengadili pada tingkat pertaina dan
terakhir yang putusannya belsif;at fibal untuk: a. menguji undang-undang
tortiadap Undang-UndangDasarNegara Repub"'kindonesia Tahun 1945'I

Pasa1 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU
Nomor, 2 Tahun 20.1tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
berbunyi:

'Daiam heI suatu Undang-Undang diduga beltentangan dengan
UndangUndang DasarNegara Repubffk Indonesia Tabun 7945, pengL4jiannya
of 18kukan o1eh MahkamahKonstitusi'I

Bahwa beadasarlcan uralan tersebut of atas, inaka Mahkamah Konstitusi

betwenang untuk memeriksa permohonan uji materiilini.

3,

4.

.

5.

I, . KEDUDUKAN "UKU" PE"0"ON

I. Bahwa Pasa1 51 ayat(,) UU MK, menentukan bahwa 'Pemohon adalah pmak
yang hak dan atau kewenangan kons!itustonalnya, telah din, 91kan oreh
bellakunya undang-undang': yaitu:

a. pelorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok oreng yang
meinpunyaikepentingan sama),'

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakatdan pnhsjp Negara Kesatuan Negara
Repubffklndonesia yangdiaturdalam undang-undang;

c. badan hukum pubffk atau pn'vat; atau

d. Iembaganegara.

.

.
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Seianjutnya Penjelasan Pasa1 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang
dimaksud dengan 'flak konstitusiona/" adalah hak-hak yang diatur daiam
Undang-Undang DasarNegaraRepubl":'Indonesia Tabun 1945";

Bahwa seiak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0061PUU-!11/2005 tanggal
31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 0071PUU-1/1/2005 tangga1 31 Agustus 2005
hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk
dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud da!am Pasa1 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan

o1eh UUD 1945;

2.

.

b. hak dan/atau kewenangan Konstitusional tersebut, dianggap telah
dirugikan o1eh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionaltersebut harus bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaren yang wajar dapat dipastikan akan tenadi;

adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara ken, gian
dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengulIan;

a

C.

d,

e. adanyakemungkinan bahwa dengan d"tabulkannya pennohonan inaka
kerngian konstitusionalteisebuttidakakan atau tidaklagiteijadi.

Dengan meinperhatikan uraian pada bagian 11 angka I huruf a, b, c, dan d
sena angka 2 huruf a, b, c, d, dan e, inaka Pemohon mein punyai hak untuk
mengajukan permohonan penguinan materiil pasal, O dan pasa115 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kernenterian
Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repub!ik Indonesia Tahun
1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kanu
tanda penduduk untuk warga negara Indonesia yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana
tenampir dalam lampiran I permohonan ini. Dengan status pemohon
sebagai warga negara republik Indonesia, inaka beadasarkan Pasa1 28
Undang Dasar Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1945 Pemohon
berhak memberikan pendapat secara lisan dan tulisan, khususnya
terhadap hal-hal yang tidak seia!an dengan Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Pemohon pernah mengikuti penataran P4 Pola 28 Jam pada tahun
1988;

3.

h

.
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C. Pemohon adalah warga negara Indonesia taat aturan sena meinbayar
pajak sesuai dengan yang ditetapkan;

Pemohon belum pernah meinbuat hal-ha! yang beltentangan dengan
hukum dan belum pernah dihukum penjara;

Pemohon selalu menggunakan hak meinilih pada setiap pelaksanaan
pemilihan Presiden dan Wakil, Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil,
Kepala Desa, Anggota DPD Rl, Anggota DPR Rl, Anggota DPRD
PropinsiJawa Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor;

Pemohon akin dalam kegiatan SOSial masyarakat yaitu me!alui Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Dan Keuangan Daerah (LPMKD) dengan
tugas pokok memberiKan pendampingan ternadap Pemerintah Daerah
(Propinsi, Kabupaten dan Kota) sena DPRD Propinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota;

Pemohon aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup yaitu
metaluilembaga Ikatan Ahli Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia
(!NKALINDO);

Pemohon senng diminta menjadi Ahli dalam memberikan keterangan
tentang masalah lingkungan hidup pada bebe rapa kasus persidangan.

Walaupun pemohon tidak mengalami kerugian material dengan adanya
pasal, O dan pasa115 Undang~Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2008 Tentang Kernenterian Negara, terapi secara moral pasal
to dan pasa115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2008 Tentang Kernenterian Negara tidak dapat diterima karena
bertentangan dengan Pasa117 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Prtnsip Ex aequo at bono dapat diterapkan pada kasus ini dimana
pemohon walaupun secara langsung tidak mengalami kerugian materin
dengan adanya pasal, O dan pasa1,5 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2008Tentang Kernenterian Negara,
maie!is yang inulia punya kewenangan untuk meinutuskan dengan
perumbangan khusus yaitu bahwa pemohon bertindak untuk
kepentingan yang Iebih Iuas dan bukan hanya kepentingan prtbadi
pemohon atau 9010ngan tenentu (asas netralitas dan nori partisan).

Berdasarkan pasa1 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 4945, yang menyatakan "Kernerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebaganya ditetapkan dengan undang-undang", inaka pemohon

d.

e.

f,

.

,

g.

h.

I.
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mein punyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiilpasal
10 dan pasa115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2008 Tentang Kernenterian Negara. karena ada bukti nyata
bahwa pasal, O dan pasa1,5 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kernenterian Negara bertentangan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Reinohon mein punyaitanggungjawab moral untuk meIakukan pengujian
materiilkarena pasallO dan pasa1,5 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kernenterian Negara,
karena keberadaan pasal, O dan pasalt5 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kernenterian Negaratidak
seialan dengan Pasa! 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan materi yang pernah Pemohon tenma ketika mengikuli
penataran P4 pola 28 pada Iahun 1988, inaka semua undang-undang
yang dihasilkan harus allwai dan diliputi o1eh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjiwai dan matputi
seluruh Undang-Undang Yang Dihasilkan. Jika ada produk undang-
undang yang tidak dijiwai dan diliputi o1eh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, inaka produk undang-undang
tersebut harus dibatalkan. Secara skematis, pola tersebut dapat dilihat
pada Gainbar, .

UUD Tahun 1945

Harus Menjiwai dan Me lipuliSetiap UU Yang Dib"at

UU YangAda
Harus D^inni dan DiliputiObh UUD Tahun ,945

Canton:

Jikaada UU yang ti Guai dengan UUDTahun 1945, malta UU
tersebut han, s diba, alkan

Gainbar ,. PCIa Hubungan Antara Undang Undang Dasar Tahun
,945 Dengan Undang-Undang
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Jika pelanggaran ini dibiarkan Dieh maielis yang inulia dengan alasan
bahwa kedudukan hukum pemohon (legal standing) Iemah/tidak
memenuhi syarat, pemohon khawatir bahwa ke depan Pemerintah
bersama DPR akan torus menghasilkan undang-undang yang tidak of^wai
dan dimputi o1eh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak ada oreng yang inau perluli karena terkendala dengan syarat
bahwa pemohon daiam pengujian materiil undang-undang harus
mengalami kerugian secara langsung.

Jika dianggap bahwa yang beinak mengajukan gugatan adalah para
pihak yang dirugikan secara langsung, inaka pada kasus jin prtnsip
tersebut bisa diabaikan karena ada beberapa hal yang menyebabkan
para pihak tersebut tidak mengajukan permohonan pengujian materin
yaitu :

. Para pihak tidak menyadari bahwa keberadaan pasal, O dan pasa!
15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
Tentang Kernenterian Negara bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Para pihak tidak peduli bahwa keberadaan pasallO dan pasa1,5
Undang-Undang Repub!ik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
Tentang Kernenterian Negara bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945.

. Para pihak tidak mengetahuitata cara pengajuan permohonan
pengujian materiil.

I.

.

,

111. ALASAN-ALASA" PERMO"ONA, ,

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar bagi13emohon untuk mengajukan
Permohonan pengujian matedit pasal, O dan pasa1,5 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kernenterian Negara ternadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai
berikut :

,

A.

.

PERMO"ONAN-PERMO"ONAN SEJEN, S YANG FERNA" D/AJUKAN KE

InA"MMA" KONSTTITUSl

Permohonan ini bukan!ah permohonan yang pertaina kati diajukan ke
Mahkamah Konstitusi karena sebelumnya sudah ada permohonan pengujian
materii! Undang"Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008Tentang
Kernenterian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

I. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 791PUU-IX/2011, dimana para
pemohon hanya meIihat pasallO Undang-Undang Repub!ik Indonesia
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Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kernenterian Negara terhadap pasa1,7
dan pasa1 28 D ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dengan amar putusan mengabulkan pennohonan Reinohon
untuk sebagian dengan menyatakan penjelasan pasal to Undang-Undang
Republiklndonesia Nomor 39 Tahun 2008Tentang Kernenterian
Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak meinpunyai kekuatan mengikat;

Permohonan Nomor 801PUU-XV!1120/9 yang pada saat permohonan ini
diajukan sedang dalam proses persidangan of Mahkamah Konstitusi. Sama
halnya dengan Permohonan Nomor 79PUU-IX/2011, pada permohonan
Nomor 801PUU-XV1!/20.9, para pemohon hanya meinperhatikan pasa! 10
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kernenterian Negara, dan

Berbeda dengan kedua permohonan sebelumnya, pada permohonan ini
pemohon selain mengajukan permohonan uji materinternadap pasal to
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kernenterian Negara, pemohon juga mengajukan permohonan uji materill
terhadap pasa1,5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2008 Tentang Kernenterian Negara.

Dengan demikian permohonan ini meinpunyai perl. edaan yang mendasar
dengan kedua permohonan pemah diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

2,

.

3.

,

B. NORMA MATER"L YANG "ENDAK DIUJ, YA^TU UNDA"G. UNDA, IG REFUB, .., K

,"DONESIA NOMOR 39 TA"UN 2008TENTANGKE"ENTERIAN NEGARA

,. Pasal, O

Daiam halterdapat beban keria yang meinbutuhkan penanganan secara
khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Mentori pada Kernenterian
tertentu.

a

2.

,

Pasa1 15

Jumlah keseluruhan Kernenterian sebagaimana dimaksud daiam Pasal
12, Pasa1,3, dan Pasa1 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).

C. NORMA UNDA"G. UNDANG DASAR NEGARA REFUBLIK INDONESIA TA"UN

1945 SEBAGA, PENGUJl

Pasa1,7

(1) Presiden dibantu o1eh mentori-meriterinegara.

(2) Meriteri-meriteriitu diangkat dan diberhentikan o1eh Presiden.



(3) Setiap meriteri mein bidangi urusan tellentu dalam pemerintahan.

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kernenterian negara dialur
dalam undang-undang.

POKOKPER"AsALA"AN

Jumlah kernenterian dan Iembaga negara Genderung benambah tanpa didasari
suatu analisis yang mendalam tentang perlu atau tidaknya meinbentuk suatu
kernenterian atau Iembaga negara.

Sebagai gainbaran kernenterian dalam yang pada zaman dulu (kernerdekaan
sampai dengan orde ban, ) sangat berkuasa sekarang menjadi kernenterian
tidak jelas fungsinya. Bukti bahwa telah telladi reduksi kekuasaan
kernenterian dalam negeri dapat dilihat dan kutipan benta media online
berikut ini:

(IKN)leading sektor"nya Bappenas pak"Keriapa ibu kota negara
mentori? GBkCOGok, Bapenas iru sektoral, " kata Mardani dalam rapat keria dengan
Kernendagri, Rabu (221,12020).

Mendengar perlanyaan tersebuL mendagri menjawab "Kalau Kernendagri reinan
dahulu lye powerful, noh, ini sudah dibagi-bagi kewenangan Kernendagri at tempat

(htt s: re ublika. co. Id berita 4iasm335 tito-beri-alasan-kernenda ri-lain"

tok-'adj-Item leadin -sectorltem uu-ikn

2. Contoh kasus kedua yang menunjukkan bahwa banyaknya kernenterian dan
ternbaga negara justru meinbuat pengelolaan negara menjadi kacau adalah
pemyataan kepala BULOG sebagaiberikut:

"Buwas mengungkapkan, seiak akhir 20.9, pihaknya sudah meinprediksi
kelangkaan stok gula beadasarkan analisis seiumlah Iembaga seperti Badan Pusat
Statistik IBPS), Bank Indonesia IBl), Badan Internjen Negara (BIN), dan lainnya. 01eh
cobab iru, pada November 2019, Bulog morigajukan impor raw sugar kepada
reinenntah.

"Karena kami Budah meinprediksijauh han, setiap tohun itu kits akan kekurangan
bahan-bahan yaitu salah satunya gula. Pada saat itu pabrik GMM sudah selesai
masa string tebu, inaka harus dipasok dengan raw sugar. Maka kami mengajukan
imporraw sugar, sehingga kami bisa menyetok gula yang dibutuhkan karena tugas
Bulog kesiapan untuk operasi pasar, " ungkap Buwas datam rapat virtual dengan
Komisi N DPR Rl, Kamis (9/4/2020).

Namun, hingga memasukitahun 2020, pomerintah tok kuniung menerbitkan izin
impor gula kepada Bulog. Importersebut ban, dikabulkan pada akhir Maret 2020 at

10njakan hanga gula sudah tenadi at seluruh Indonesia. "inaria

htt s. finance. detik. coin Industri d 4972239 in I-bian -kerok-har a- ula-inahalj

3. Contoh ketiga, dalam bai pengelolaan Pandemi Corona yang dikenal dengan
isIilah CoV!D-19, juga tenthat dengan jelas bagaimana pemerintah begitu gagap
karena saking banyaknya Iembaga negara dan masing-masing Iembaga negara



bedalan sendin sampai akhimya pada Jumat sore tangga113 Maret 2020
Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020
tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus corona 2019.
Keppres yang ditetapkan of Jakarta iru menunjuk Kepala Badan Nasional
Penanggu!angan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo sebagai ketua, Doni
akan didampingi o1eh Asisten Operasi Panglima TNl dan Kapolri, sella unsur dan

lainnya.badandankernenterian11sedikitnya
.voaindonesia. coin a 'okowi-tun'uk-doni- Im in-tim-atasi-wabah-(htt s:

korona 5327822 html)

Secara logika penunjukkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) Letjen TNI Doni Monardo sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Virus corona 2019 sangat tidak masuk akal. Karena seharusnya
tugas tersebut menjadi tanggung jawab Mentori Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Permasalahan turnpang tindihnya kewenangan tidak dapat dihindari ketika
seorang presiden mein bentuk kabinet hanya beadasarkan batas inaksimum yang
diperbolehkan dalam undang-undang. Sebagaiinformasi, beadasarkan ketentuan
pasa1,5 Undang-Undang Republiklndonesia Nomor 39 Tahun 2008
Tentang Kernenterian Negara, Iumlah kernenterian paling banyak 34 (tiga
pu!uh empat).

Beadasarkan situs resini sekretariat negara htt s://setkab. o. 1d/ rom-kabine
Iumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo Periode 2019 - 2024 ada!ah
sebanyak 40 (empat puluh) dengan rincian 4 (empat) meriteri koordinator, 30
(tiga puluh) meriteri, dan 6 (enam) Iembaga negara setingkat meriteri. Adapun
daflar nama kernenterian sena Iembaga negara yang menjadi bagian dan
kabinet presiden Joko Widodo Periode 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

I. Meriteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

2. Meriteri Koordinator Bidang Perekonomian

3. Meriteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Meriteri Koordinator Bidang Kernaritiman dan Investasi

5, MeriteriSekretaris Negara

6. Meriteri Dalam Negeri

7. Meriteri Luar Negeri

8. Merited Pertahanan

9. MeriteriAgama

10. Meriteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



.
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11. Mentori Keuangan

12. Meriteri Pendidikan dan Kebudayaan

13, MeriteriKesehatan

14. MeriteriSosial

15. MeritetiKetenagakertaan

16. Meriteri Penndustrian

17. MeriteriPerdagangan

18. Meriteri Energi dan Sumber Daya Mineral

19. Meriteri Pekerjaan Urnum dan Perumahan Rakyat

20. MeriteriPerhubungan

21. Meriteri Komunikasi dan Informalika

22. MeriteriPertanian

23. Mentori Lingkungan Hidup dan Kehutanan

24. Meriteri Kelautan dan Penkanan

25. Meriteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

26. Meriteri Agraria dan Tata Ruang IKepala Badan Pertanahan Nasional

27. Meriteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional

28. MentoriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

29. Meriten Badan Usaha Milik Negara

30. MeriteriKoperasidan Usaha Kecildan Menengah

31. Meriteri Panwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Partwisata dan
Ekonomi Kreatif

32. Merited Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

33. Meriteri Riset dan Tekno!ogi I Kepala Badan Riser dan Inovasi
Nasional

34. Mentori Pemuda dan 01ahraga

35. Sekretaris Kabinet

36, JaksaAgung

37. Panglima Tentara Nasionallndonesia

38. Kepala Kepolisian Republik Indonesia

39. Kepala Staf Kepresidenan

.

,

e

.
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40. Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal

5. Pembentukan kernenterian yang Genderung dipaksakan memberI kesan bahwa
presiden harus mengakomodir para pihak yang telah berkontribusi dalam
pemilihan presiden tanpa meIihat inarifaatnya bagi kepentingan bangsa dan
negara. Permasalahan menjadilebih kompleks, ketika presiden menambah lagi
jumlah anggota kabinet dengan seiumiah wakil meriteii sesuai dengan
ketentuan pasal, O Undang-Undang Republiklndonesia Nomor 39 Tahun
2008 Tentang Kernenterian Negara.

Hal yang Iebih menyakitkan adalah ketika seorang meriteri badan usaha inilik
negara (BUMN) harus dibantu o1eh dua orang wakil meriteri. Padahal selama
puluhan tahun kernenterian BUMN hanya dipimpin o1eh seorang tanpa wakil
meriteri dan bedalan dengan baik. Keberadaan dua orang wakil meriterijelas
sekali bahwa halini sangat dipaksakan dan terkesan bagi-bagi kue kekuasaan.

Keberadaan wakil meriteri selain bersifat pemborosan, juga bersifat
inkonstitusional karena of da!am pasa1 17 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada istilah presiden dibantu o1eh mentori
dan wakil meriteri. Artinya jabatan pembantu presiden yang sah adalah meriteri
bukan wakilmenteri dan secara logika keberadaan Iembaga wakilmentericacat
hukum karena bertentangan dengan pasa1,7 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
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E. "ARAPA" PE"101.0, ,

Berdasarkan uralan pada bagian 111-D tentang POD, OK PERMASALA"AN,
pemohon menilai bahwa keberadaan seiumlah kernenterian dan wakil meriteri
perlu dialur kernbali o1eh 111AJELis HAM" KONSTiTusi yang inulia sehingga
keberadaan kernenterian negara belfungsi dengan balk dan tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Adapun bentuk pengaturan yang pemohon harapkan adalah sebagai berikut:

I. Keberadaan jabatan wakil merited dinyatakan tidaK sah dan harus dibatalkan
karena beltentangan dengan pasa1,7 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Jumlah mentorisebanyak 34 sebagaimana dipersyaratkan dalam pasa115
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kernenterian Negara perlu dinnjau kernbali karena kalentuan tersebut
menjadi alasan pembenar bagi presiden untuk mengangkat merited
sebanyak inungkin. Jika diana!isa dart fungsi pemerintahan yang ideal,
jumlah kernenterian allndonesia cukup berkisar antara 20 (minimal) sampai
dengan 26 kernenterian (inaksimal);
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Jabatan meriteri koordinator dapat diintegrasikan ke dalam kernenterian
torkait dengan contoh-contoh sebagai berikut:

Meriteri dalam negeri menjadi koordinator bidang pornik hukum dan
keamanan dengan sebutan MENDAGRl/KORBID Pulhukam;

Meriteri SOSial menjadi koordinator bidang kesejahteraan rakyat dengan
sebutan Meriteri SOSial/KORBID Kesra, dan

Kepala badan perencanaan pembangunan riasional menjadi koordinator
bidang perekonomian dengan sebutan kepala BAPPENAS/KORBID
Ekonomi.

PETITU, ,

Beadasarkan uraian secara menyeluruh ternadap KE, ,ENA"GA" 1.1A"in:uiA"
KONST, T"SI in, ,, EDU"Urn" "UuqU" FF"0"ON ("), seita ALASaN - ALAS""

PERM0"o10A" co"), sebagaimana telah diurakan secara vinci dan jelas, Pemohon
memohon kepada 1.1AJEL, S "Am" KONST, Tusi yang inulia untuk memeriksa dan
meinutus permohonan pengujian materiil pasal, O dan pasa115 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kernenterian Negara dengan
amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan geluruh permohonan pengujian undang-undang yang
dialukan o1e, , Pemohon;

Manyatakan bahwa ketentuan parel to dan pasa1 ,5 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kernenterian Negara bertentangan techadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ,945, dan

3. Memerintahkan painuatan putusan inidalam Berm Negara Republik Indonesia;

Atau apabila "AJELis "AM" KONST, Tus, mein punyai pendapatlain atas perkara
aquo inohon agar diberikan putusan yang seadil-adjlnya (Ex aeq"o etbono).
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